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?ERKA IT KEUANGAN N&GAR%

BPK Paparkan Strategi
Memberantas Korupsi

i

JAKARTA - SINGGALANG

Wakil Ketua Badan
“pemeriksa Keuangan (BPK)
/Agus Joko Pramono menga-
takan BPK turut dalam’
“pemberantasan korupsi
nmelalui pemeriksaan
_terhadap pengelolaan
keuangan di berbagai
.;Kementerian dan Lembaga
(K/L) pemerintah pusat,
pemerlntah daerah, dan
BUMN

i

4 “Jadi dengan melakukan pe-
lsmeriksaan keuangan, pemerik-

i#saan kinerja, pemeriksaan de-
ngan tujuan tertentu untuk

mendalaml hal tertentu, maka
sebenarnya kita sedang men-
gakses sistem kontrol mana,
risk assessment mana; dari
sistem yang sedang berjalan ini,

- yang menemui kendala atau ada

permasalahan,” kata Wakil Ke-
tua BPK Agus Joko Pramono
dalam Workshop Anti Korupsi
bertajuk “Deteksi dan Pencega-
han Korupsi” yang dlpantau di
Jakarta, Selasa (14/9).

. Ia mengatakan apabila pe-
meriksaan keuangan kinerja,
dan pemerlksaan dengan tujuan
tertentu tersebut diintegrasikan,
BPK dapat memproyeksikan
risiko-risiko fraud ‘atau proses
yang menyimpang dari standar,
pada masa-yang akan datang.

‘Melalui pemeriksaan BPK,

sistem kontrol mternal yang
lemah dalam suatu lembaga
Jjuga dapat terdeteksi. Selanjut-

nya BPK bisa, memberikan re-

komendasi untuk memperbalkl
sistem kontrol intérnal tersebut.
- BPK; pun dapat menindaklan-

juti deteksi tersebut dengan

melakukan pemenksaan inves-

tif BPK, maupun permlntaanr

aparat penegak hukum

n 1fatnya Tepresil ’-'yaltu
dengan perhltungan keruglan
d

gan ahli di per31dangan Ini bi-
asanya permintaan dari aparat
penegak hukum yang merupa-
kan tindak lanjut dari investiga-

si di BPK atau aparat penegak
hukum,” kata Agus. :
Ia menjelaskan kerugian
negara yang dapat dihitung BPK
harus bersifat nyata dan pasti,
seperti pengurangan aset, kas,
atau surat berharga negara.
BPK tidak dapat menghitung
kerugian negara yang disebab-
kan oleh kerusakan hutan di
Riau atau penambangan di Pa-
pua . v
“Karena stand ir kerugian
1 ru ata dan pasti
dengan standarisasi proses pen-
gukuran dan pemlalan yang

- cukup standarn

Y
kita tidak bisa menyelesalkan
itu yang karena UU atau pun
pengaturannya belum ada sam-
pai sekarang ini,” ujar Agus. (%)




